IS

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR: bU TAHUMN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan
kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan
masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan
kewenangan penyelenggara pelayanan terpadu satu
pintu, setiap penyelenggara pelayanan terpadu satu
pintu wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan
Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat
Pelayanan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Terpadu
Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
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11.

12,

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);



Menetapkan

13,

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang
Standardisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis
Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1574);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 272);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten
Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
PURWAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya
disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk
pelayanan melalui satu pintu.

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disebut Standar PTSP adalah tolok wukur yang
dipergunakan sebagai pedoman  penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan PTSP
sebagai kewajiban dan janji DPMPTSP kepada



10.

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,
cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan = Nonberusaha adalah segala  bentuk
persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan selain perizinan berusaha.

Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan
pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang
berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang
terdapat dalam Standar Pelayanan.

Moto Pelayanan adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai
semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi,
semangat, dan tujuan dari pelayanan perizinan dan
nonperizinan.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara
maupun penduduk sebagai orang perseorangan,
kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan
sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Standar PTSP ini adalah untuk

memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara
masyarakat dan DPMPTSP dalam pelayanan terpadu satu
pintu.

(2) Tujuan ditetapkannya Standar PTSP ini adalah untuk

meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan terpadu
satu pintu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
selaras dengan kemampuan dan kewenangan DPMPTSP.



BAB III
PRINSIP PELAYANAN

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan pelayanan, DPMPTSP wajib
menerapkan prinsip:

a.

b.

kesederhanaan yaitu prosedur pelayanan tidak berbelit
belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
kepastian yaitu persyaratan, prosedur, biaya, waktu
penyelesaian dan pejabat yang memberikan pelayanan.
akurasi yaitu produk pelayanan diterima dengan benar,
tepat dan sah.

keamanan yaitu proses pelayanan dan produk pelayanan
memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
tanggung jawab yaitu pejabat yang ditunjuk
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan
pelayanan.

kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan yaitu
tersedianya sarana pelayanan dan pendukung lainnya
yang memadai.

kemudahan akses pelayanan yaitu tempat dan lokasi
serta sarana pelayanan mudah dijangkau oleh
masyarakat.

kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan yaitu pemberi
pelayanan harus bersikap disiplin, sopan santun dan
ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. dan
kenyamanan yaitu lingkungan pelayanan harus tertib,
teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih,
rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi
dengan fasilitas pendukung pelayanan.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 4

(1) Komponen Standar PTSP yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:
persyaratan,

sistem, mekanisme dan prosedur;

jangka waktu penyelesaian;

biaya/tarif;

produk pelayanan; dan

penanganan pengaduan, saran dan masukan/
apresiasi.

S0 o0 o

(2) Komponen Standar PTSP yang terkait dengan proses

pengelolaan pelayanan (manufacturing), meliputi:
dasar hukum;

sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
kompetensi pelaksana;

pengawasan internal;

jumlah pelaksana;

jaminan pelayanan;

NN



g. Jjaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
h. evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 5

(1) Standar PTSP, Maklumat Pelayanan dan Moto Pelayanan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ sampai dengan
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(2) Standar PTSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dipergunakan sebagai standar pelayanan yang wajib
dilaksanakan oleh penyelenggara PTSP atau pelaksana
PTSP dan sebagai acuan dalam penilaian Kkinerja
pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB V
WAKTU PELAYANAN
Pasal 6
Pelayanan dilaksanakan setiap hari kerja dengan ketentuan

waktu pelayanan sebagai berikut:
a. Jam operasional pelayanan:

Senin-Jumat : 08.00-15.00 WIB
b. Jam istirahat:
1) Senin-Kamis : 12.00-13.00 WIB
2) Jumat :11.30-13.00 WIB
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purwakarta.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2017 tentang Standar
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 29 Aquceue 2022
BUPATI PURWAKARTAQX

NNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tarﬁggal 29 Aguseuss 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

,MQL’NOR N|NUGRAHA

BERITA DABRAH

BUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 64



